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MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA
PENDIDIKAN PANCASILA — FASE F (KELAS 12)
I. INFORMASI UMUM
	Nama Penyusun
	: .................................................................................

	Satuan Pendidikan
	: .................................................................................

	Tahun Pelajaran
	: 2026 / 2027

	Jenjang Sekolah / Fase
	: Sekolah Menengah Atas (SMA) / Fase F (Kelas 12)

	Mata Pelajaran
	: Pendidikan Pancasila

	Alokasi Waktu
	: 16 JP (4 Pertemuan x 4 JP)

	Bab / Pokok Bahasan
	: Bab 2: Penegakan Hukum Berkeadilan dan Perlindungan HAM

	Semester
	: 1 (Ganjil)

	Target Peserta Didik
	: Peserta Didik Reguler / Tipikal (Inklusif & Heterogen)

	Model Pembelajaran
	: Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL) & Analisis Studi Kasus Kontekstual

	Profil Pelajar Pancasila
	: Mandiri, Bernalar Kritis, Gotong Royong, dan Kreatif

	Sarana & Prasarana
	: Teks autentik, artikel studi kasus, atlas/kamus referensi, proyektor LCD, ruang kelas, LKPD



II. KOMPONEN INTI
A. Capaian dan Tujuan Pembelajaran (TP)
Peserta didik mampu menganalisis hakikat negara hukum dan prinsip persamaan di hadapan hukum.
Peserta didik mampu mengevaluasi peran dan kewenangan berbagai lembaga penegak hukum di Indonesia.
Peserta didik mampu menganalisis jaminan perlindungan HAM dalam konstitusi dan menyikapi kasus pelanggaran hukum secara adil.
B. Pemahaman Bermakna dan Pertanyaan Pemantik
1. Pemahaman Bermakna: Hakikat negara hukum dan supremasi hukum, peran lembaga penegak hukum di Indonesia (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman/MA/MK, KPK, Advokat), jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI 1945 (Pasal 28A-28J), serta penanganan kasus pelanggaran hukum.
2. Pertanyaan Pemantik:
Benda atau peristiwa apa saja di sekitar kita yang berkaitan dengan materi ini?
Mengapa kita perlu mempelajari dan menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari?
Bagaimana cara kita membuktikan pemahaman materi ini melalui latihan bersama?
C. Skenario Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 – 2: Prinsip Supremasi Hukum dan Asas Equality Before The Law
1. Kegiatan Pendahuluan (10–15 Menit)
Guru menyapa peserta didik, memeriksa kehadiran, dan memimpin doa bersama.
Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan benda atau fenomena di sekitar kelas.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta aktivitas yang akan dilakukan.
2. Kegiatan Inti (50–70 Menit)
Eksplorasi Konseptual: Menelaah asas legalitas, asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), dan peradilan independen.
Peserta didik mengamati contoh konkret atau peragaan yang disajikan oleh guru.
Peserta didik bekerja secara mandiri atau berpasangan menyelesaikan aktivitas LKPD.
Guru berkeliling memberikan bimbingan bagi peserta didik yang memerlukan pendampingan (diferensiasi proses).
3. Kegiatan Penutup (10–15 Menit)
Peserta didik bersama guru menyimpulkan poin utama materi yang telah dipelajari.
Peserta didik melakukan refleksi singkat mengenai kegiatan pembelajaran.
Guru memberikan apresiasi terhadap keaktifan seluruh peserta didik dan menutup dengan doa.
Pertemuan 3 – 4: Peran dan Kewenangan Lembaga Penegak Hukum di Indonesia
1. Kegiatan Pendahuluan (10–15 Menit)
Guru menyapa peserta didik, memeriksa kehadiran, dan memimpin doa bersama.
Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan benda atau fenomena di sekitar kelas.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta aktivitas yang akan dilakukan.
2. Kegiatan Inti (50–70 Menit)
Eksplorasi Konseptual: Membedakan wewenang Polri, Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pengadilan, KPK, dan Penasihat Hukum.
Peserta didik mengamati contoh konkret atau peragaan yang disajikan oleh guru.
Peserta didik bekerja secara mandiri atau berpasangan menyelesaikan aktivitas LKPD.
Guru berkeliling memberikan bimbingan bagi peserta didik yang memerlukan pendampingan (diferensiasi proses).
3. Kegiatan Penutup (10–15 Menit)
Peserta didik bersama guru menyimpulkan poin utama materi yang telah dipelajari.
Peserta didik melakukan refleksi singkat mengenai kegiatan pembelajaran.
Guru memberikan apresiasi terhadap keaktifan seluruh peserta didik dan menutup dengan doa.
Pertemuan 5 – 6: Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi (Pasal 28A-28J)
1. Kegiatan Pendahuluan (10–15 Menit)
Guru menyapa peserta didik, memeriksa kehadiran, dan memimpin doa bersama.
Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan benda atau fenomena di sekitar kelas.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta aktivitas yang akan dilakukan.
2. Kegiatan Inti (50–70 Menit)
Eksplorasi Konseptual: Menganalisis hak non-derogable rights (hak hidup, bebas dari penyiksaan) vs hak yang dapat dibatasi undang-undang.
Peserta didik mengamati contoh konkret atau peragaan yang disajikan oleh guru.
Peserta didik bekerja secara mandiri atau berpasangan menyelesaikan aktivitas LKPD.
Guru berkeliling memberikan bimbingan bagi peserta didik yang memerlukan pendampingan (diferensiasi proses).
3. Kegiatan Penutup (10–15 Menit)
Peserta didik bersama guru menyimpulkan poin utama materi yang telah dipelajari.
Peserta didik melakukan refleksi singkat mengenai kegiatan pembelajaran.
Guru memberikan apresiasi terhadap keaktifan seluruh peserta didik dan menutup dengan doa.
Pertemuan 7 – 8: Analisis Kasus Pelanggaran Hukum dan Perlindungan Saksi/Korban
1. Kegiatan Pendahuluan (10–15 Menit)
Guru menyapa peserta didik, memeriksa kehadiran, dan memimpin doa bersama.
Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan benda atau fenomena di sekitar kelas.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta aktivitas yang akan dilakukan.
2. Kegiatan Inti (50–70 Menit)
Eksplorasi Konseptual: Mengkaji mekanisme peradilan pidana, diversi anak, dan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Peserta didik mengamati contoh konkret atau peragaan yang disajikan oleh guru.
Peserta didik bekerja secara mandiri atau berpasangan menyelesaikan aktivitas LKPD.
Guru berkeliling memberikan bimbingan bagi peserta didik yang memerlukan pendampingan (diferensiasi proses).
3. Kegiatan Penutup (10–15 Menit)
Peserta didik bersama guru menyimpulkan poin utama materi yang telah dipelajari.
Peserta didik melakukan refleksi singkat mengenai kegiatan pembelajaran.
Guru memberikan apresiasi terhadap keaktifan seluruh peserta didik dan menutup dengan doa.
III. ASESMEN DAN RUBRIK EVALUASI
A. Bentuk dan Instrumen Asesmen
Asesmen Awal (Diagnostik): Tanya jawab lisan untuk memetakan kesiapan awal peserta didik.
Asesmen Formatif: Observasi unjuk kerja, keaktifan berdiskusi, dan hasil pengerjaan LKPD.
Asesmen Sumatif: Latihan soal penguasaan konsep di akhir bab.
B. Rubrik Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP)
	Kriteria / Indikator
	Perlu Bimbingan
(0–60)
	Cukup
(61–70)
	Baik
(71–85)
	Sangat Baik
(86–100)

	Pemahaman Konsep Dasar
	Belum mampu memahami konsep dasar bab ini.
	Mampu memahami konsep dengan bimbingan guru.
	Mampu memahami konsep secara mandiri dan benar.
	Menguasai konsep secara utuh dan mampu menjelaskan ke teman.

	Keterampilan Pengerjaan LKPD
	Belum dapat menyelesaikan aktivitas LKPD.
	Menyelesaikan sebagian LKPD dengan pendampingan.
	Menyelesaikan seluruh aktivitas LKPD dengan benar.
	Menyelesaikan LKPD dengan cepat, rapi, dan tepat.

	Kemandirian & Sikap
	Pasif dan memerlukan arahan berulang.
	Cukup antusias namun masih ragu-ragu.
	Aktif, tertib, dan bertanggung jawab.
	Sangat mandiri, kritis, dan berinisiatif.


C. Bank Soal Evaluasi Formatif / Sumatif
1. Asas hukum yang menyatakan bahwa seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim pengadilan yang berkekuatan hukum tetap disebut...
Presumption of Innocence (Asas Praduga Tak Bersalah)
Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali
Asas Retroaktif Hukum
Asas Ne Bis In Idem
Kunci Jawaban: A — Pembahasan: Praduga tak bersalah melindungi hak tersangka dari vonis sepihak sebelum pembuktian persidangan resmi.
2. Lembaga penegak hukum di Indonesia yang memiliki kewenangan resmi melakukan penuntutan perkara pidana di muka sidang pengadilan dan melaksanakan penetapan hakim adalah...
Kejaksaan Republik Indonesia (Jaksa Penuntut Umum)
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Komisi Yudisial
Lembaga Bantuan Hukum Swasta
Kunci Jawaban: A — Pembahasan: Kejaksaan RI merupakan lembaga tunggal pelaksana penuntutan pidana umum mewakili kepentingan negara dan masyarakat.
3. Contoh hak asasi manusia yang tergolong sebagai 'Non-Derogable Rights' (tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun) menurut Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945 adalah...
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak kebebasan hati nurani dan agama
Hak memiliki senjata api bebas
Hak menolak membayar retribusi sampah
Hak mendirikan partai politik tanpa izin
Kunci Jawaban: A — Pembahasan: Pasal 28I Ayat (1) menegaskan hak hidup, bebas dari siksaan, dan kemerdekaan pikiran/hati nurani adalah hak asasi mutlak.
4. Pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang tersangkut masalah hukum dijamin oleh negara melalui keberadaan...
Advokat dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi Kemenkumham
Pasukan pengamanan swakarsa
Saksi ahli bayaran
Dewan kehormatan partai politik
Kunci Jawaban: A — Pembahasan: UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum menjamin akses keadilan cuma-cuma bagi warga miskin melalui advokat/OBH.
5. Pendekatan 'Keadilan Restoratif' (Restorative Justice) dalam penyelesaian perkara pidana anak menitikberatkan pada...
Pemulihan keadaan kembali, rekonsiliasi antara pelaku-korban, dan pertanggungjawaban moral tanpa pemenjaraan balas dendam
Hukuman penjara maksimal di sel isolasi tertutup
Pembayaran denda uang tunai sebesar-besarnya
Pengusiran pelaku dari wilayah tempat tinggalnya
Kunci Jawaban: A — Pembahasan: Restorative justice mengutamakan mediasi, pemulihan kerugian korban, dan rehabilitasi masa depan anak.


LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
Mata Pelajaran: Pendidikan Pancasila • Bab 2: Penegakan Hukum Berkeadilan dan Perlindungan HAM
	Nama Lengkap : .....................................................
	Hari / Tanggal : ...................................

	Kelas / No. Absen : .....................................................
	Nilai / Catatan : ...................................



Petunjuk Pengerjaan:
Tuliskan nama lengkap dan nomor absen pada kotak di atas.
Dengarkan penjelasan guru sebelum memulai pengerjaan.
Kerjakan setiap aktivitas dengan teliti dan rapi.
Tanyakan kepada guru jika ada instruksi yang belum jelas.
Aktivitas 1: Prinsip Supremasi Hukum dan Asas Equality Before The Law
Petunjuk: Menelaah asas legalitas, asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), dan peradilan independen.
	Ruang Pengerjaan / Gambar / Jawaban Peserta Didik:







Catatan / Kesimpulan: ............................................................................................................................
Aktivitas 2: Peran dan Kewenangan Lembaga Penegak Hukum di Indonesia
Petunjuk: Membedakan wewenang Polri, Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pengadilan, KPK, dan Penasihat Hukum.
	Ruang Pengerjaan / Gambar / Jawaban Peserta Didik:







Catatan / Kesimpulan: ............................................................................................................................
Aktivitas 3: Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi (Pasal 28A-28J)
Petunjuk: Menganalisis hak non-derogable rights (hak hidup, bebas dari penyiksaan) vs hak yang dapat dibatasi undang-undang.
	Ruang Pengerjaan / Gambar / Jawaban Peserta Didik:







Catatan / Kesimpulan: ............................................................................................................................
Aktivitas 4: Analisis Kasus Pelanggaran Hukum dan Perlindungan Saksi/Korban
Petunjuk: Mengkaji mekanisme peradilan pidana, diversi anak, dan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
	Ruang Pengerjaan / Gambar / Jawaban Peserta Didik:







Catatan / Kesimpulan: ............................................................................................................................


BAHAN BACAAN GURU, PESERTA DIDIK & GLOSARIUM
A. Rangkuman Konsep Materi Pembelajaran
Sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945, hukum di Indonesia berkedudukan tertinggi (*supremasi hukum*), menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*), dan memberikan kepastian serta keadilan substantif.
Penyelenggaraan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) ditopang oleh sinergi lembaga penegak hukum: Kepolisian RI (penyelidikan/penyidikan ketertiban), Kejaksaan RI (penuntutan pidana dan eksekutor putusan), Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung (pemeriksa dan pemutus perkara), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Advokat sebagai penasihat hukum independen.
Jaminan konstitusional Hak Asasi Manusia yang termaktub secara komprehensif dalam Pasal 28A hingga 28J UUD NRI 1945 mewajibkan negara menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi setiap individu sembari menuntut kewajiban asasi menghormati hak orang lain.
B. Glosarium Istilah
	Istilah
	Pengertian / Definisi Operasional

	Supremasi Hukum
	Prinsip kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dipegang oleh hukum, di mana semua penguasa dan warga negara wajib tunduk pada hukum yang berlaku.

	Equality Before The Law
	Asas kesetaraan mutlak di mana setiap warga negara berkedudukan sama di depan hukum tanpa ada diskriminasi atau keistimewaan kasta.

	Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence)
	Asas hukum yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana wajib dianggap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

	Non-Derogable Rights
	Hak asasi manusia yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi atau ditunda pemenuhannya dalam kondisi darurat apa pun (seperti hak untuk hidup).

	Diversi
	Pengalihan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana (restorative justice).


C. Daftar Pustaka
Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan No. 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka, Kemendikdasmen.

	Mengetahui,
Kepala Sekolah



......................................................
NIP. ................................................
	......................, ........................ 2026
Guru Mata Pelajaran



......................................................
NIP. ................................................


Halaman 




